



A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada 
sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring 
meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan 
jasa. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan 
bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. 
Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah 
bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang 
positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif 
yang ada dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum 
secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara 
pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan 
keragu-raguan (multi-tafsir), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas dan 
kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, 
kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah 
digariskan oleh aturan hukum.
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Dalam kondisi semacam ini, berarti seseorang akan dapat memperoleh 
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena 
kepastian hukum akan menjamin ketertiban. Hukum bertugas menciptakan 
kepastian hukum karena bertujuan tercapainya ketertiban masyarakat.
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Pemahaman terhadap aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku 
membuat masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama 
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akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama 
manusia.3 
Kepastian ini berarti adanya jaminan dari Negara bahwa hukum benar-
benar ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum 
merupakan perlindungan yang sah menurut hukum sehingga setiap warga 
negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum dalam 
situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut : 1) Tersedia aturan-aturan 
hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), 
yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;  2) Bahwa instansi-instansi penguasa 
(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 
dan juga tunduk dan taat kepadanya; 3) Bahwa mayoritas warga pada 
prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku 
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;  4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) 
yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 
secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan           
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
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Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Peran 
Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi 
sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang 
perdata khususnya pembuatan akta autentik. Lembaga kenotariatan adalah 
salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S 
Lumban Tobing, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama 
manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan 
hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk 
selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2014). Dengan berlakunya UU No. 2 
Tahun 2014, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik 
bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris 
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sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih 
disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat 
seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu 
yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat 
dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
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Pada mulanya pengaturan mengenai Notaris diatur dalam Peraturan 
Jabatan Notaris staatsblad 1860-3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJN). 
Pasal 1 PJN memuat pengertian tentang Notaris yaitu sebagai berikut: 
“Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau 
dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu 
akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya 
dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua 
itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak 




Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris memberikan bahwa Notaris adalah pejabat 
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian dalam 
UU No. 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-
undang lainnya.  
R. Tresna menyatakan bahwa pada umumnya akta itu adalah suatu 
surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau 
hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat 
dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu 
perbuatan hukum.
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 Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat 
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memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.
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Akta notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan 
jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (volledig 




Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang 
sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan 
adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa 
bantuan pejabat umum.
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 Akta autentik merupakan produk Notaris yang 
sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta 
autentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan 
penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik hubungan 
bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial 
dan dalam kebutuhan hidup lainnya. 
Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 1871 KUHPerdata menjelaskan 
bahwa akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua 
belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak 
darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”. Akta autentik yang 
merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang 
tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu 
tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya
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Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak 
yang menghadap Notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam 
pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang autentik. Akta 
Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut 
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat 
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Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian 
dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.
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Dalam pembuatan Akta Notaris harus sesuai dengan sistematika yang 
dijelaskan dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa 
setiap Akta terdiri atas  awal Akta atau kepala Akta,  badan Akta dan akhir 
atau penutup Akta. Sebagai penutup akta, akhir atau penutup Akta memuat : 
a) uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b) uraian tentang penandatanganan 
dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; c) nama 
lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat 
tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d) uraian tentang tidak adanya 
perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya 
perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian 
serta jumlah perubahannya. Ketentuan Pasal; 38 UU No. 2 Tahun 2014 ini 
merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai Akta Notaris.
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Pada poin b dalam bagian akhir atau penutup akta dijelaskan adanya 
kewajiban tentang penandatanganan para pihak, saksi-saksi dan Notaris. 
Dalam uraian tandatangan tersebut, terdapat kolom yang berisikan 
pembubuhan stamp duty atau bea materai yang selalu dilekatkan oleh Notaris 
dalam minuta akta yang dibuatnya Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 1985) 
menjelaskan : 
(1) Dikenakan Bea Meterai berdasarkan adalah dokumen yang berbentuk: 
a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan 
untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, 
kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; 
b. akta-akta Notaris termasuk salinannya; 
c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
termasuk rangka-prangkapnya; 
d. surat yang memuat jumlah uang, yaitu : 
(1) yang menyebutkan penerimaan uang; 
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(2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang 
dalam rekening di Bank; 
(3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau 
(4) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau 
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 
e. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep dan cek yang harga 
nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga 
nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
(2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf e dikenakan bea materai 
dengan tarif sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 
(3) Dikenakan pula Bea Materai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas 
dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka 
Pengendalian, yaitu : 
a) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 
b) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan 
tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh 
orang lain, selain dari maksud semula.” 
(4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, 
huruf e, huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 500,- (lima 
ratus rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang Bea Materai. 
 
Lebih lanjut dalam  Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan 
Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai (selanjutnya disingkat PP No. 
24 Tahun 2000) menyatakan : 
(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 
6.000,00 (enam ribu rupiah). 
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dan huruf 
e: 
a. yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan 
Bea Meterai; 
b. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 
1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan 
tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); 
c. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 
(satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar 
Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). 
 
Hasil bea materai dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (selanjutnya disingkat APBN).  Sebagai bahan perbandingan di 
negara-negara dunia, beberapa negara menganggap bahwa pajak bea materai 
merupakan hal yang penting yang berkaitan dengan kekuatanpembuktian 
sebuah dokumen. Sebagaimana dijelaskan : 
“the oral agreements concluded in place of written form merely 
provide the beneficial ownership, though nothing legally passes under 
these transfers. However, certain transactions such as transfers of 
land must be executed via formal way, so that stamp tax could only be 
avoided by abandoning such transactions”.15 
(perjanjian lisan disimpulkan dalam bentuk tertulis hanya memberikan 
keuntungan, meskipun tidak secara hukum melalui cara ini. Namun, 
transaksi tertentu seperti pengalihan tanah harus dilaksanakan melalui 
cara formal, sehingga cap pajak hanya bisa dihindari dengan 
meninggalkan transaksi tersebut). “if any type of transaction can be 
carried out by spoken words or by conduct, there will be no agreement 
and consequently no stamp tax. However, agreements prepared in a 
written form can be used as a proof. The conclusive force of 
transactions between parties is directly related to whether or not the 
transactions are executed via written documents, as signified by 
judicial procedure law”. 
(jika transaksi dapat dilakukan dengan kalimat yang diucapkan atau 
perbuatan, dan tidak akan terjadi kesepakatan maka tidak ada cap 
pajak. Namun, perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dapat 
digunakan sebagai bukti. Kekuatan konklusif dari transaksi antara 
pihak secara langsung berkaitan dengan apakah transaksi dilakukan 




Dengan demikian bea materai yang berlaku di tiap-tiap negara pada 
umumnya mempunyai fungsi yang sama yaitu dalam memberikan 
pembuktian atas dokumen tersebut. Suatu pertimbangan apabila dokumen 
yaitu Akta Notaris yang seharusnya di lekatkan bea materai namun tidak 
dilaksanakan apakah masih memiliki nilai pembuktian atas akta tersebut. Hal 
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tersebut diperkuat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 13 
Maret 1971 No. 589K/Pid/1970 yang berpendapat bahwa surat bukti yang 
tidak dibubuhi materai tidak merupakan alat bukti yang sah. 
Beradasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
membuat penelitian hukum berjudul “KEKUATAN BUKTI AKTA 




B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana nilai kekuatan bukti Akta Notaris yang tidak dilekatkan bea 
materai sebagai alat bukti di persidangan? 
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris atas kesalahan dalam 
pelekatan bea materai yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 13 
tahun 1985? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penulisan hukum ini, penulis berharap agar tercapainya 
tujuan penulisan yaitu : 
1. Tujuan Objektif 
a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai kekuatan 
bukti Akta Notaris yang tidak dilekatkan bea materai sebagai alat 
bukti di persidangan. 
b) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum 
terhadap akta notaris yang melekatkan bea materai tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985. 
2. Tujuan Subjektif 
a) Untuk memenuhi prasayarat akademis dalam memperoleh gelar 
Magister Kenotariatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori 
dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang 
kenotariatan yang sangat berarti bagi penulis. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Selain untuk mencapai tujuan, penulisan ini juga diharapkan dapat 
bermanfaat terutama bagi perkembangan kemajuan hukum di Indonesia. 
Secara khusus, penulisan skripsi ini diharapkanakan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut : 
1. Secara teoritis 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan kenotariatan di Indonesia mengenai 
keautentikan akta notaris yang tidak dilekatkan materai yang akan 
ditelaah secara yuridis berdasarkan kasus yang ada. 
2. Secara Praktis 
Penulisan ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi hukum 
di Indonesia terutama bagi Notaris, sehingga pelaksanaan praktik 
Notaris dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, diharapkan 
juga akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat umum secara 
luas guna menjawab kontroversi yang ada selama ini. 
 
